
 

 

 

 

 

 

 

KEPALA DESA REJUNO 

KABUPATEN NGAWI 

 

PERATURAN DESA REJUNO 

 NOMOR  21  TAHUN 2020 

TENTANG  

     PEMANFAATAN  ASET DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
 

KEPALA DESA REJUNO, 

Menimbang : a. 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11, ayat (3) 

Peraturan Menteri Dalam negeri  nomor 1 tahun 2016 

tentang Pengelolaan aset desa,maka perlu menetapkan 

pengelolaan aset desa; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud 

pada huruf a, maka perlu menetapkan peraturan desa 

tentang pemanfaatan aset desa. 

    

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa 

(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2014 

Nomor    7,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5717); 

  3. 

 

4. 

 

5. 

  

6. 

 

7. 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Peraturan  di Desa; 

Peraturan Menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pembangunan Desa; 

Peraturan Menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016 

tentang pengelolaan aset Desa; 

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 29 tahun 2018, 

sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati ngawi 



 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

11. 

 

 

nomor 6 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

Peraturan Desa Rejuno Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Tambahan Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan 

Perangkat Desa dan Tambahan Tunjangan BPD serta 

Pendapatan Lain-lain Kepala Desa dan Perangkat Desa; 

Peraturan Desa Rejuno Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kewenangan Desa Berdasarkan hak asal usul dan 

kewenangan lokal  berskala Desa; 

Peraturan Desa Rejuno Nomor 19 Tahun 2020 tentang 

Sumber Pendapatan Desa; 

Peraturan Desa Rejuno Nomor 20 Tahun 2020 tentang 

Pengelolaan Aset Desa. 

 

M E M U T U S K A N : 

 

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMANFAATAN   ASET DESA 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

  Pasal  1 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan: 

  1. Desa  adalah  Rejuno. 

2. Pemerintahan   Desa   adalah   penyelenggaraan   urusan 

pemerintahan dan  kepentingan  masyarakat  setempat 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut  

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa. 

4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan 

nama lain,   adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 

ditetapkan secara demokratis. 

5. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari 

kekayaan  asli  milik  Desa,  dibeli  atau  diperoleh  atas 

beban  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APB 

Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah. 

 6.   Pengelolaan  Aset  Desa  merupakan  rangkaian  kegiatan 

mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, 

pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, 

pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, 

pembinaan,  pengawasan  dan  pengendalian aset Desa. 

 7. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis 

untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang 

milik desa. 



  8. Pengadaan     adalah     kegiatan     untuk     melakukan 

 pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan desa. 

 9. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna 

Barang   dalam menggunakan aset Desa yang sesuai 

dengan tugas dan fungsi. 

10.  Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak 

langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan 

tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status 

kepemilikan. 

11.  Sewa  adalah  pemanfaatan  aset  Desa  oleh  pihak  lain 

dalam  jangka  waktu tertentu  dan    menerima imbalan  

uang tunai. 

12. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara 

Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta 

Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam 

jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan. 

13.  Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan  aset Desa oleh 

pihak  lain  dalam  jangka  waktu  tertentu  dalam rangka   

meningkatkan pendapatan Desa. 

14.  Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa 

berupa tanah   oleh   pihak   lain   dengan   cara 

mendirikan bangunan dan/atau    sarana    berikut 

fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain 

tersebut dalam jangka   waktu   tertentu   yang   telah 

disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah 

beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya 

setelah berakhirnya jangka waktu. 

15.  Bangun  Serah  Guna  adalah Pemanfaatan Barang      

Milik  Desa berupa   tanah   oleh   pihak   lain   dengan   

cara  mendirikan bangunan    dan/atau    sarana    berikut 

fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya 

diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk 

didayagunakan dalam jangka  waktu  tertentu  yang 

disepakati. 

16.  Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan 

aset  Desa  dalam  bentuk  fisik,  hukum, dan administratif. 

17.  Pemeliharaan  adalah  kegiatan  yang  di  lakukan  agar 

semua aset Desa selalu dalam keadaan baik  dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan desa. 

 18.  Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset 

Desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan 

kepala desa untuk membebaskan Pengelolaan Barang, 

Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna barang dari 

tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang 

berada dalam pengguasaannya. 

19.  Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset 

desa. 



20.  Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset 

Desa   yang   dilakukan antara pemerintah desa dengan 

pihak lain dengan penggantiannya dalam bentuk barang. 

21.  Penjualan  adalah  pemindahtanganan asset   Desa  kepada 

pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk 

uang. 

22.  Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah 

pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan 

kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang 

dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam 

BUMDesa. 

23.  Penatausahaan  adalah   rangkaian   kegiatan   yang   

dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan 

aset  Desa  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku. 

24.  Pelaporan  adalah penyajian keterangan berupa informasi 

terkait dengan keadaan objektif aset Desa. 

25. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang 

didasarkan  pada  data/fakta  yang  obyektif dan relevan 

dengan menggunakan   metode/teknis   tertentu  untuk 

memperoleh nilai aset Desa. 

26. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki 

oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber 

pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial. 

27. Tanah Kas Desa adala bagian tanah desa yang 

dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan 

pemerintahan desa. 

28. Tanah bengkok adalah bagian tanah desa yang dipergunakan 

untuk tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa.                   

27.  Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, 

pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa. 

28.  Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa 

dalamrangka   pengamanan dan kepastian status 

kepemilikan. 

 

Pasal 2 

(1) Jenis aset desa terdiri atas: 

a. Kekayaan asli desa; 

b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas 

beban APBDesa; 

c. Kekayaan   desa   yang   diperoleh   dari   hibah   dan 

sumbangan atau  yang sejenis; 

d. Kekayaan  desa  yang  diperoleh  sebagai  pelaksanaan 

dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan 

ketentuan peraturan undang-undang; 

e. Hasil kerja sama desa; dan 

f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah. 

(2)  Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

huruf a, terdiri atas: 

a. tanah kas desa; 

b. bangunan desa; 



c. Embung Desa; dan 

d. lain-lain kekayaan asli desa. 

BAB II 

PEMANFAATAN 

Pasal 3 

(1) Pemanfaatan aset  desa, dapat dilaksanakan sepanjang tidak 

dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan 

Pemerintahan  Desa. 

(2) Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), berupa: 

a. sewa, 

b. pinjam pakai; 

c. kerjasama pemanfaatan; dan 

d. bangun guna serah atau bangun serah guna. 

 

Pasal 4 

Bagian kesatu 

sewa 

1) Pemanfaatan   aset   desa   berupa   sewa   sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, tidak merubah status 

kepemilikan aset desa. 

2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. 

3) Sewa  aset  desa  dilaksanakan  berdasarkan  perjanjian yang 

sekurang-kurangnya memuat: 

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 

b. objek perjanjian sewa; 

c. jenis,  luas  atau  jumlah  barang,  besaran  sewa  dan 

jangka waktu; 

d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan 

pemeliharaan selama jangka waktu sewa; 

e. hak dan kewajiban para pihak; 

f. keadaan   di   luar   kemampuan   para   pihak   (force 

majeure); dan 

g. persyaratan lain yang di anggap perlu. 

4) Format perjanjian sewa aset sebagaimana terlampir dalam 

Peraturan Desa ini,yang merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari peraturan Desa ini. 

 

Pasal 5 

Bagian kedua 

Pinjam pakai 

1) Pemanfaatan     aset     desa     berupa     pinjam     pakai 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b 

dilaksanakan antara Pemerintah     Desa     dengan 

Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan 

Desa. 



2) Pinjam    pakai    aset    desa    sebagaimana    ayat    (1), 

dikecualikan untuk tanah,  bangunan dan aset bergerak 

berupa kendaraan bermotor. 

3) Jangka  waktu  pinjam  pakai  aset  desa  paling  lama  7 

(tujuh) hari  dan dapat diperpanjang. 

4) Pinjam   pakai   aset   desa   dilaksanakan   berdasarkan 

perjanjian yang sekurang –kurangnya memuat: 

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 

b. jenis atau jumlah barang yang  dipinjamkan; 

c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan 

pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; 

d. hak dan kewajiban para pihak; 

e. keadaan   di   luar   kemampuan   para   pihak   (force 

majeure); dan 

f. persyaratan lain yang di anggap perlu. 

5) Format perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4), tercantum pada lampiran peraturan desa dan 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan desa 

ini. 

 

  Pasal  6 

Bagian ketiga 

                                                      Kerjasama 

1) Kerjasama  pemanfaatan  sebagaimana  dimaksud  dalam 

Pasal 11 ayat  (2)  huruf c, berupa tanah dan/atau 

bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:  

a. Mengoptimalkan     daya  guna  dan  hasil  guna  aset 

desa; dan  

b. Meningkatkan pendapatan  desa. 

 2) Kerja   Sama   Pemanfaatan   aset   desa   berupa   tanah 

dan/atau  bangunan    dengan  pihak  lain  sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:  

a. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam 

APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, 

pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan 

terhadap tanah dan bangunan tersebut; 

b. Pihak   lain   sebagaimana   dimaksud   pada  ayat  (1) 

dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang 

menjadi objek kerjasama pemanfaatan; 

3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 

kewajiban, antara lain: 

a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka 

waktu pengoperasian   yang   telah   ditetapkan   dan 

pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan 

melalui  rekening Kas Desa; 

b. membayar  semua  biaya  persiapan  dan  pelaksanaan 

kerja sama pemanfaatan; dan 

c. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 

(lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan 

dapat diperpanjang. 



4) Pelaksanaan    kerjasama    pemanfaatan    atas    tanah 

dan/atau bangunan ditetapkan dalam  surat perjanjian 

yang  memuat: 

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 

b. objek kerjasama pemanfaatan; 

c. jangka waktu; 

d. hak dan kewajiban para pihak; 

e. penyelesaian perselisihan; 

f. keadaan   di   luar   kemampuan   para   pihak   (force 

majeure); dan 

g. peninjauan pelaksanaan perjanjian. 

 

Pasal 7 

Bagian keempat 

Bangun guna serah 

1) Bangun    guna    serah    atau    bangun    serah guna 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2)  huruf d berupa  

tanah  dengan  pihak  lain  dilaksanakan dengan 

pertimbangan: 

a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas 

bagi penyelenggaraan pemerintahan desa; 

b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan 

bangunan dan fasilitas tersebut. 

2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 

jangka waktu pengoperasian  memiliki kewajiban, antara lain: 

a. membayar  kontribusi  ke  rekening  kas  Desa  setiap 

tahun; dan 

b. memelihara  objek  bangun  guna  serah  atau  bangun 

serah guna. 

3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 

besarannya  ditetapkan  berdasarkan  hasil  perhitungan tim 

yang dibentuk oleh     Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang 

menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan 

tanah yang  menjadi  objek  bangun  guna  serah  atau 

bangun serah guna. 

5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

menanggung  biaya  yang  berkenaan  dengan  persiapan 

danpelaksanaan penyusunan  surat  perjanjian,  dan 

konsultan pelaksana. 

 

Pasal 8 

(1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah 

guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat 

diperpanjang. 

(2) Perpanjangan  waktu bangun  guna  serah atau bangun 

serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 

terlebih dahulu   dilakukan   evaluasi   oleh   Tim   yang 

dibentuk  Kepala  Desa  dan  difasilitasi  oleh Pemerintah 

Kabupaten/Kota. 



(3) Dalam  hal jangka waktu  bangun  guna  serah  atau bangun 

serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui 

Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7. 

(4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan 

berdasarkan  surat perjanjian  yang sekurang-kurangnya 

memuat: 

a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian; 

b. objek bangun guna serah; 

c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam 

perjanjian; 

d. penyelesaiaan perselisihan; 

e. keadaan   diluar   kemampuan   para   pihak   (force 

majeure) dan persyaratan lain yang di anggap perlu; 

f. Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil 

dari pelaksanaan bangun guna serah  atau bangun 

serah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Desa. 

 

Pasal  9 

Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna 

serah  atau  bangun  serah  guna    sebagaimana    dimaksud 

dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilaksanakan setelah mendapat ijin 

tertulis dari Bupati. 

 

Pasal  10 

Hasil pemanfaatan sebagaimana Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 

merupakan  pendapatan  desa    dan  wajib  masuk  ke rekening  

Kas Desa. 

 

BAB III 

PEMBIAYAAN 

 

Pasal 11 

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan asset 

desa, pembiayaan dibebankan pada APBDesa. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 12 

Pengelolaan aset desa khususnya yang terkait dengan 

pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sudah berjalan 

dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya 

Peraturan Menteri ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak 

bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. 

 

BAB V  

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 13 
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